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I. UMUM

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sampai dengan bulan

Oktober 2015, mencapai luasan 1,7 (satu koma tujuh) juta hektar. Salah

satu penyebab kebakaran hutan dan lahan akibat kesalahan dalam

pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha.

Sesuai dengan karakter Ekosistem Gambut maka kawasan Hidrologi

Gambut merupakan kawasan yang tidak boleh terganggu dalam arti

digunakan untuk penggunaan lahan (land use) yang mengganggu fungsi

hidrologis Kesatuan Hidrologi Gambut.

Kenyataan menunjukkan bahwa kebakaran terbesar terjadi di lahan

Gambut terutama di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan

Tengah serta sebagian di Provinsi Riau, Jambi dan Kalimantan Selatan

yang memberikan indikasi kebakaran yang sangat sulit upaya

pemadamannya.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Ekosistem Gambut.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “plasma nutfah endemik”

adalah sumber daya genetik yang hanya

ditemukan di suatu kawasan, lokasi, tipe habitat

tertentu, atau pulau tertentu, dan secara alamiah

tidak ditemukan ditempat lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas.
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Angka 4

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “urgensi ekologis” meliputi

Ekosistem Gambut yang telah mengalami

kebakaran dan rusak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Dihapus.

Angka 5

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
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